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PENERTIBAN TERHADAP BANGUNAN RUMAH TOKO (RUKO) YANG BELUM
MEMILIKI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DI KOTA BUKITTINGGI

(Amanda Novita, 2110113161, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2025)

ABSTRAK

Pada setiap fungsi bangunan membutuhkan Persetujuan Bangunan Gedung setelah keluarnya Peraturan Pemeri
INomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedun;
sebelumnya bernama Izin Mendirikan Bangunan. Izin Mendirikan Bangunan maupun Persetujuan Bangunan Gedun,
tetap harus dilakukan pengawasan oleh Pemerintah. Bangunan yang akan dibangun ataupun perubahan dalam fungsi
bangunan maka perseorangan wajib melaporkan untuk pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung, akan tetapi dal
kenyataannya masih ada ditemukan pelanggaran sehingga menganggu tata kota. Perumusan masalah dari skripsi in
hdalah Pertama, bagaimana penertiban terhadap bangunan ruko yang belum memiliki izin Persetujuan Bangunan Gedung?
Kedua, bagaimana pengenaan sanksi administrasi terhadap bangunan ruko yang belum memiliki izin Persetuj
[Bangunan Gedung di Kota Bukittinggi?. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris. Teknik pengumpul
data yang dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen. Analisis data yang digunakan ialah kualitatif. Berdasark
hasil penelitian diketahui bahwa penertiban terhadap bangunan ruko yang belum memiliki izin PBG yaitu beru
peringatan tertulis, pencabutan PBG,dan pembongkaran terhadap suatu bangunan, serta pengenaan sanksi ter!
bangunan yang belum memiliki PBG yaitu dikenakan sanksi berupa penyegelan dan pembongkaran bangunan gedun

ila pelanggar tetap mengabaikan teguran tertulis yang diberikan dari awal sampai tahap terkahir. Pengenaan sanks

inistratif yang diberikan kepada pelanggar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentan
eraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
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REGULATION OF SHOPHOUSE BUILDINGS THAT DO NOT HAVE BUILDING
PERMITS IN BUKITTINGGI CITY

(Amanda Novita, 2110113161, Concentration Program Administrative Law (CP VII), Faculty of Law,
Andalas University, 2025)

ABSTRACT

each building function requires the approval of a building after the issuance of Government Regulation Number 16 of
1 concerning Regulation of Implementation of Law Number 28 of 2002 concerning Buildings, previously named a
ilding permit. Building permit and building approval must still be supervision by the government. Buildings to be bui
changes in building functions, individuals are required to report for the management of buildings, but in reality
still violations so that they disrupt the urban planning. The formulation of the problem of this thesis is first, how
trol the shophouse building that does not yet have a building approval permit? Second, how is the imposition o
inistrative sanctions on shophouse buildings that do not yet have a building approval permit in Bukittinggi city?
method used is empirical juridical. Data collection techniques conducted by interviews and document
e data analysis used is qualitative. Based on the result of the study it is known that controlling the shophouse buil
at does not yet have a PBG permit is in the form of written warnings, revocation of PBG, and demolition of a buildin,
as well as the imposition of sanctions for building that do not have PBG, which is subject to sanctions in the form
sealing and demolition of buildings, if violators continue to ignore written reprimands given from the beginning to the
stage. Imposition of administrative sanctions given to violators in accordance with Government Regulation Number 16 o
2021 concerning Regulations for Implementing Law Number 28 of 2002 concerning Buildings.
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